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TENTANG

PAJAKHIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

BUPATI SAWAHLUNTOSSIJUNJUNG,

Menimbang : a bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya
Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, perlu untuk
menyesuaikan kembali semua Peraturan Daerah
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

b. bahwa tarif Pajak Hiburan yang diatur dengan
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahim 1908 sudah tidak
sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini, maka
perlu diatur kembali,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana- dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung
tentang Pajak Hiburan,

8.

5N



Mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentangPembentukan Daerah - Otonom Kabupaten dalam
lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25),

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor
76, Tambahan Lembaran NegaraNomor 3209),

2.

N

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran NegaraTahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3684),

3

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran negara Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nowor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4048),

4.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3686),

5.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentangPembentukan Kabupaten Dharmasraya, KabupaienSolok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di
Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Taun
2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4348),

6.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,TambahanLembaran Negara Nomor 4389),

7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemermtahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4437),
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Menetankan

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat danPemerritatan Daerah (Lembaran Negara Talun 2004Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor4438),

9

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 198!tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran NegaraTahun 1983 Nomor 6, Tambahan lembaran NegaraNomor 3258),

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentangPerubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah TingkatII Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat IISawaktunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah TingkatII Solok (Lembaran Negara Tahun 1999Nomor 50),
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentangPajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138),
Peraturan Dacrah Kabupaten Sawahlunto/ SijunjungNomor 5 Tahun 2000 tentang Penyidik PegawatNegeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor9,

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

dan

BUPATI SAWAHLUNTOSSIJUNJUNG,
MEMUTUSKAN:

PERATURANDAERAH TENTANGPAJAK HIBURAN



BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah in: yang dimaksud dengan :

10.

11.

13.

Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung,Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah,
Bupati adalah Bupati Sawahlunto/Sijunjung,
Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang RetribusiDaerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku,Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,perseroan komanditer, perseroan iainnya, badan usaha milik negara, ataudaerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, danapensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya:Kas Daerah adalah Bank Nagari (BPD) Sumatera Barat Cabang Sijunjung:Pajzk Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi ataubadan Kepala Daerah tanpa mbalan langsung yang seimbang,yang dapatdipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yangdigunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
pembagunan Daerah,
Hiburan adalah semua jems pertunjukkan,permarnan,permainanketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yangditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan pungutan bayaran,tidaktermasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga,
Pajak Hiburan selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas penyelenggaraanhiburan, :

Penyelenggara Hiburan adalah perorangan atau Badan yangmenyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas aamanya sendiri atau untukdan atas rama pihak lain yang menjadi tanggungjawabnya,Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatuhiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya ataumenggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara huburan kecuali
penyelenggara, karyawan, artis dan petugas yang menghadiri untukmalakukan tugas pengawasan:

2

3.
4.

5.

6.
1
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9.

aIm

. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam
L

bentuk apapun yang dapat digunakan untukmenonton, menggunakan ataumenikmati taburan,
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan PajakDacrah:



14.

15.

16.

17.

18.

19

20.

21.

22.

23.

25.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah diwajibkan untukmelaksanakan pembayaran pajak yang terhutang, termasuk

pemungutanatau pemotong pajak tertentu,.Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu
penyelenggaraan hiburan,
Pajak yang terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajakmenunut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah,Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan dataobjek dan subjek pajak, penentuanbesarnya pajak yang terhutang sampaikegiataa penagihan pajak kepada. wajib pajak serta pengawasanpenyetorannya
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang distogkat SPTPD adalah suratyang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/ataupembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau hartadan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undanganperpajakanDaerah,
Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD adalah suratketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak:Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang dapat disingkatSKPDKB adalah surat keketapan pajak yarng menentukan besarnya jumitahpokok pajak, jumlah kredit pajak, besarnya sanksi administrasidan jumlahyang masih harus dibayar,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapatdisingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukantarnbahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan,Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLBadalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihanpembayaran pajak kerena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajakyang terhutang atau tidak seharusaya terhutang:Surat Ketetapan Pajak Daerah Niul, yang dapat disingkat SKPDN adalahsurat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnyadengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kreditpajak,
Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD adalah surat yangdigunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoranpajak yang terhutang ke Kas Daerah atau

ketempat
lain yang dietapkanoleh Kepala Daerah,

Surat Tagihan Palak Daerah selanjutnya disingkat STPD adalah Suratuntuk melakukan tagihan pajak atas sanksi administrasi berupa bunga dandenda,

n



26.

27.

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan untuk keberatan
terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau terhadap pedomanatau pemungutan oleh Pihak Ketiga yang diajukan olehwajib pajak,Putusan Banding adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas
banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajibpajak:

. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
28

mengumpulkan,dan mengolah data dan atan keterangan lainnya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan perpajakan daerah berdasarkanPeraturan Perundang:Undangan Perpajakan Daerair,
Penyidik tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah adalah serangkaiantindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipit yangselanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpuikan bukti
yang dengan bukti ita membuat terang tindak pidana dibidang PerpajakanDaerah yang terjadi sertamenemukan tersangkanya,

BABI
NAMA,OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak sebagai pembayaran atas
penyelenggaraan hiburan dengan memungut bayaran,(2) Objek Pajak adalah penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran,(3) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada aya! (2) antara lam:

(D

pertunjukkan film,
pertunjukan kesenian dan sejenisnya,
Pemancingan,
Bilyar:
pertandingan olahraga,
Objek wisata,
Kolam renang,
Permainan atau ketangkasan,
Rental atau menyewakan kaset video,LD,VCD,DVD,MP3 dan
sejenisnya,j Usaha kebugaran jasmani.

Dikecualikan dari objck pajak scbagaimana dimaksud dalam ayat (19adalah penyelenggaraan hiburan yang dipungut bayaran, seperti :
a. Fasilitas olahraga dan hiburan yang dipergunakan oleh tamu hotel, danb. Hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahanwpacara adat,kegiatan keagamaan.
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Pasa! 3

(I) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atamenikmati hiburan,
(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakanhiburan.

. BAB !II
DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARAPERBITUNGAN PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayaruntuk menonton dan atau menikmati hiburan:

Pasal 5

Besar tarifPajak adalah :

a. Pertunjukkan Film:
Pan|

| Tanf
1. Bioskop

20Yh
'

|2. Layar Tancup No
b. Pertunjukan atau hiburan lain :

—————— . : ' ari 01I. Kesenian seperti show, kreasi dan sejenisnya
yang diselenggarakan ditempat terbuka atau | 1594
tertutup

2. Bilyard 1543. Penmainan ketangkasanJan sejenisnya ktp4. Pertandingan Olahraga 1045. Objek wisata dan taman rekreasi
elpi

|6. Objek wisata konserfasi alam 10947. Kolam renang 109 08. Rental atau penyewaan kaset Video, LD, LCD, 10x,
|. VCD,MP3 dan sejenisnya — — —|
| 9. Pemancingan | NA
| 10. Usaha Kebugaran Jasmani 20an |

| 11. Pasar malam
157a(12. Sirkus
1006



Pasai 6

Besarnya pajak terhutang dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dirnaksud dalam
Pasal 4. :

BARIY
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7-

Pajakyang terhutang dipungut di Daerah tempat hiburan diselenggarakan,
: BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERHUTANG

Pasal 3

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati
sebagai dasar untukmenghitung besarnya pajak terhutang:

Pasal 9

Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun takwim kecuali bila
wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pasal 10

Saat pajak terhutang adalah pada saat penyelenggaraan dan atau pembayaranhiburan.

BAB VI
SURATPEMBER!ITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 11

(D) SetiapWajib Pajakwajibmengisi SPTPD,
(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar

dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya:
(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada

Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa
pajak,



(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Bupati,

BAB VII
PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

Setiap Wajib Pajak wajib merbayar pajak yang terhutang berdasarkanketentuan perundang-undangan perpajakan Dacrah tanpa menggantungkan padaadanya surat ketetapan pajak,

Pasal 13

(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutang pajak, Bupatidapat menerbitkan:
a. SKPDKB dalam hal:

|

1) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,pajakyang terhutang tidakatau kurang bayar,
2) apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam

jangka waktu tertentu dan setclah ditegur secara tertulis,
3) apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang

terhutang dihitung secara jabatan:
b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula

belum terungkap yang menyebabkan penarabahan jumlah pajak
terhutang,

ce. SKPDN apabila jumlah pajakyang terhutang sama besarnya denganjumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit
pajak,

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 dikenakansanksi administrasi
berupa bunga 286 (dua perseratus) sebulan dari pajak yang kurang atauterlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 ( dua puluh empat)bulan dihitung sejak saat terhutang pajak,

(3) Jumlah kekurangan pajakyang terhutang dalam SKPDKBT sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupakenaikan sebesar 10025 (seratus perseratus),
(MY Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabilawajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan,(5) Jumlah pajak yang terhutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan

sebesar 25Y4 (dua puluh lima perseratus) dari pokok pajak ditambah sanksiadministrasi berupa bunga sebesar 2Y6 (dua perseratus) sebulan dihitung



(1)

2)

3)

WD

2)

d)

dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak:

Pasal 14

Bupati menerbitkan STPD apabila:
a. Pajak dalarn tahun berjalan tidak atau kurang dibayar:
b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran pajak

sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung:
Cc. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau

denda.
Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam STPD sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 96 (dua persen) setiap bulan untuk
paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terhutangnya pajak:
Pajak yang terhutang menurut SKPDKB dan SKPDKBT yang tidak atau
kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 Y4 (dua persen) sebulan, ditagih denganSTPD.

da

BAB Vii
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 15

Pajak yang terhutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding
yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat
ditagih dengan Surat Paksa: ,

Penagihan Pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Perurdang
undangan yang berlaku.

BAB IX
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 16

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk atas suatu :

a. SKPDKB:
b. SKPDKBT:



c. SKPPLB:
d. SKPDN,

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan
yang jclas,

(3) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak sccara
jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketctapan
pajak tersebut,

(4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau tanggal pemungutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali wajib pajak dapat
menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan
diluar kekuasaannya,

(S5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud padaayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak
dipertimbangkan,

(G) Pengajuan keberatan tidak roenunda kewajiban membayar pajak dan
penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasai 17

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Badan PenyelesaianSengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkanoleh Bupati,
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis dalam

bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga)bulan sejak keputusan diterima dilampin salinan dari surat keputusan
. tersebut,

(3) Pengajuan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan
pelaksanaan penagihan pajak.

d

Pasal 18

Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya,kelebihan membayar pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bungasebesar2 Yo (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan



BAB X
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSIADMINISTRASI

Pasal 19

(1) Bupati Karena jabatan atan atas permohonan wajib pajak dapat
membetulkan SKPDKB zt2u SKPDKBT atau STPD yang dalam
penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau
kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan"
Daerah, :

(2) Bupati dapat:
a. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga,

denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekilafan wajib pajak atau bukan karena
kesalahannya:

b. Mengurangkan atau mebatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
(3) Tata cara perigurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan atau

pembatalan keietapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur
dengan Peraturan Bupati

BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 20

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati:

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan,

(3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilampaui. Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembaliankelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus
diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan:

(4) Apabila wajib pajak mempunyai uang pajak lainnya kelebihannya
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsnug
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud:

(5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu palinglama 2 (dua) bulan scjak diterbitkannya SKPDLB:
"



(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah tewat
waktu 2 (dua) bulan sejak diterbiikannya SKPDLB, Bupati memberikan
imbalan bunga sebesar 2 Yc (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebihan pembayaran pajak.

Pasal 21

(1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secara
tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati sekurang-kurangnnya dengan
menyebutkan:
a. Nama dan alamat wajib pajak,
b. Masa pajak,
Cc. Besarnya kelebihan pembayaran pajak:
d. Alasan yang jelas. .

(2) Permohonan. pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikanasecara langsung atau melalui pos tercatat,
(3) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengirimman pos tercatat

merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

-
Aa

Pasal 22

(1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan menerbi:kan
Surat perintah membayar kelebihan pajak,

(2) Apabila kelebihan permibayaran pajak diperbrtungakn dengan hutang pajaklainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), pembayarannyadilakukan dengan cara pemindahbukuandan bukti pemindahbukuan jugaberlaku sebagai bukti pernbayaran.

BABXII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 23

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelahmelampui jangkawaktu 5 flima) tahun terhitung sejak saat terhutangnya pajak, kecuali
apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah,(2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh
apabila:
a. Diterbitkan surat teguran dau surat paksa atau, “

b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupntidak langsung.
|



BAB XII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasai 24

(D Wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelenggaran
pembukuan,

(2) Kriteria wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara
pembukuan diaturoleh Menteri Dalam Negeri.

hi Pasal 25

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan
Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah:

(2) Wajib pajak yang diperiksa wajib:
a Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen

yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek pajak yang terhutang:

b. Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang
dianggap perhu dan memberi bantuan guna kelancaranpemeriksaan,

C. Memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Tata cara pemeriksaan pajak diatur oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB XIV
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 26

(I) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak
berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh
Wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan
peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah, kecuali sebagai saksiatau saksi ahli dalam sidang pengadilan:

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap ahti-
ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan
peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah, kecuali sebagai saksiatau saksi ahli dalam sidang pengadilan:

(3) Untuk Kepentingan Daerah Bupati berwenangmemberi izin tertulis kepada
pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli
sebagaimana - dimaksud ayat (2) supaya memberi keterangan,
memperlihatkan bukti tertulis dan atau tentang wajib pajak kepada pihak
yang ditunjukaya:



(9

6)

Untuk kepentingan pemeriksaaan di pengadilan dalam perkara pidana atauperdata atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana danhukum acara perdata, Bupati dapat membesi izin tertulis untuk memintakepada pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tenaga ahlisebagaimana dimaksud ayat (2) bukti tertulis dan keterangan wajib pajakyang ada padanya,
Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harusmenyebutkan nama terdakwa atau gama tergugat, keterangan-keteranganyang diminta serta kaitan perkara pidana atau perdata yang bersangkutandengan keterangan yang diminta tersebut.

BABXV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

(3) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Dacrahdiberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikantindak pidana di bidang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalamUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana:(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalaha. Menerima, mencari, mengumpulkaa dan mcoeliti keterangan ataulaporan berkenaan di bidang pajak daerah agar keterangan atau laporantersebut menjadi lengkap dan jelas:b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orangpribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukansehubungan dengan tindak pidana pajak daerah:c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badansehubungan dengan tindak pidana dibidang pajak daerah,d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lanberkenaan dengan tindak pidana dibidang pajak daerah,e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,pencatatan, dokumea-dokumen Jain serta melakukan penyitaanterhadap bahan bukti tersebut,f Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugaspenyidikan tindak pidana dibidang pajak daerah,g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkanruangan atau tempat pada saat pemesiksaau sedang berlangsungdanmemeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawasebagaimana yang dimaksud hurufe,h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusidaerah,



1 Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi:

J. Menghentikan penyidikan,
k. Melakukan tindakan Isin yang perlu untuk kelancaran penyidikan
Undak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat
Gipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan
dimulainya penyidikan dibawah koordinasi Polri dan menyampaikan hasi!
penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANAN

Pasal 28

(I) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling ama 3 (tiga)
bulan kurungan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi
terhutang:

-

3

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana
pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung Nomor 15 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

-



Pasal 31

Peraturan Daerah ini mula! berlaku pada tangyal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan| Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Sawahlunto/Syjunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 20 Nopember 2006

|

BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG,

Dto

DARIUS APAN .

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 1 Desember 2006

SEKRETARIS DAERAH,

Dto

Drs. BAK RI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNGTAHUN 2005 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM & HAM,
Oo

EVU

ARITA. £, SH
Nip. 419012773,



PENJELASAN

ATAS

PERATURANDAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

NOMOR 14 TAHUN 2006

TENTANG

PAJAK HIBURAN

I. PENJELASANUMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-UndangNomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, , maka dalam
rangka lebih memantapkan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan
bertanggungjawab serta meningkatkan fungsi pelayanan , perkembangan
perekonomian masyarakat diperlukan adanya usaha-usaha untyk menggalidan mengintensifkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Untuk itu
pertu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten
Sawahlunto/Sijunjung Nomor 1S Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan
dengan suatu Peraturan Dearah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas
Pasal 6

Cukupjelas
Pasal 7

Cukup jelas



Pasal 8

Cukup jelas
Pasa! 9

Cukup jelas
Pasal 10

re!ta ja
Pasai 1!

Cukup jelas
Pasal 12

Cukup jelas
Pasal 13

Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16

Cukup jelas
Pasal 17

Cukup jelas
Pasai 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas
Pasai 21

Cukup jelas
Pasal 22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup jelas
Pasai 24

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas

P.

Pasal 26
Ciukupjelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas



Pasal 29

Cukup jelas
Pasal 30

Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG NOMOR 14
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